
SALINAN

KOMISI PEMILIIIAN UMUM

KABUPATEN SAMOSIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIIIAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

Menimbang          :    a.     bahwa   berdasarkan   ketentuan   yang   diatur   dalam
Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur  Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road    Map    Refomiasi    Birokrasi    2020-2024    yang

menyatakan  bahwa  dalam  rangka  untuk  memastikan

program   mikro   serta   monitoring   dan   evaluasi   atas
implementasi, setiap kementerian/ 1embaga/ pemerintah
daerah  dapat  membentuk  Tim  Reformasi  Birokrasi  di
Internal Kementerian/ lembaga/ Pemerintah daerah;

b.     bahwa     untuk     melaksanakan     ketentuan     dalam
Keputusan       Komisi       Pemilihan       Umum       Nomor

314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021    tentang    Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi   Pemilihan   Umum,   Komisi   Pemilihan   Umum
Kabupaten/Kota,  dan  untuk  melaksanakan  reformasi
birokrasi   di   Lingkungan   Komisi   Pemilihan    Umum

Kabupaten    Samosir   perlu   menetapkan   Keputusan
Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Samosir  tentang
Pembentukan  Tim  Reformasi  Birokrasj  dj  Ijingkungan



Komisi  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Samosir  Tahun
2026;

Mengingat             :     1.     Undang-Undang    Nomor    7    Tahun    2017    tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2017  Nomor  182,  Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  6109)   sebagalmana  telah

diubah,  dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah   Pengganti
Undang-Undang    Nomor     1    Tahun    2022    tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang   Pemilihan   Umum   Menjadi   Undang-Undang

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2023
Nomor   54,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik

Indonesia Nomor 6863);

2.     Peraturan   Presiden   Nomor   81   Tahun   2010   tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3.     Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  8  Tahun
2019   tentang  Tata   Kelja   Komisi   Pemilihan   Umum,

Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi,   Komisi  Pemilihan

Umum    Kabupaten/Kota     (13erita    Negara    Republik
Indonesia Tahun 2019  Nomor 320)  sebagainana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan   Umum   Nomor   12   Tahun   2023   tentang
Perubahan  Kelima  atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan  Umum,  Komisi  Pemilihan  Umum  Provinsi,
Komisi    Pemilihan    Umum    Kabupaten/Kota    (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun  2023 Nomor 377);
4.     Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road    Map    Reformasi    Birokrasi    2020-2024    (Berita

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  441)

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri
Pendayagunaan    Aparatur    Negara    dan    Reformasi
Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Pera.turan   Menteri   Penda.yagunaan   Aparatur   Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang



Road    Map    Reformasi    Birokrasi    2020-2024    (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233) ;

5.     Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman   Evaluasi   Pelaksanaan   Reformasi   Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2020  Nomor
442);

6.     Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  14  Tahun
2020 tentang Tugas,  Fungsi,  Susunan Organisasi,  dan
Tata   Kelja   Sekretariat   Jenderal   Komisi   Pemilihan
Umum,  Sekretariat Komisi  Pemilihan  Umum Provinsi,
dan        Sekretariat        Komisi        Pemilihan        Umum
Kabupaten/Kota   (Berita   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2020 Nomor  1236)  sebagainana telah beberapa
kali    diubah    terakhir    dengan    Peraturan    Komisi
Pemilihan   Umum   Nomor   21   Tahun   2023   tentang
Perubahan   Kedua  atas   Peraturan   Komisi   Pemilihan
Umum Nomor  14 Tahun 2020 tentang Tugas,  Fungsi,
Susunan    Organisasi,    dan    Tata   Kerja    Sekl.etariat
Jenderal  Komisi  Pemilihan  Umum,  Sekretariat  Komisi
Pemilihan   Umum   Provinsi,   dan   Sekretariat   Komisi

Pemilihan    Umum    Kabupaten/Kota    (Berita    Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7.     Keputusan       Komisi       Pemilihan       Umum       Nomor
314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021    tentang    Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Reforlnasi Birokrasi di Lingkungan
Komisi   Pemilihan   Umum,   Komisi   Pemilihan   Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

8.     Keputusan   Komisi   Pemilihan    Umum   Nomor    1393

Tahun   Tahun   2023   tentang   Road   Map   Reformasi
Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN    KOMISI    PEMILIIIAN    UMUM    KABUPATEN

SAMOSIR    TENTANG    PEMBENTUKAN    TIM    REFORMASI

BIROKRASI  DI  LINGKUNGAN  KOMISI  PEMILIHAN  UMUM

KABUPATEN SAMOSIR.



KESATU                 :    Membentuk  dan  Menetapkan  pembentukan Tim  Reformasi

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Birokrasi     di     Lingkungan     Komisi     Pemilihan     Umum

Kabupaten Samosir yang terdiri dari:
1.     Tim pengaral];

2.     Tim pelaksana;

3.     Tim Agen perubahan;

4.     Tim Manajemen perubahan;
5.     Tim penguatan peraturan perundang-undangan;
6.     Tim penguatan Tata Laksana;
7.     Tim penataan Manajemen Aparatur sipil Negara;
Su sunan       Keanggotaan       Tim       Reformasi       Birokrasi
sebagaimana  dimaksud  dalam  Diktum  KESATU  tercantum
dalam  Lanpiran  Keputusan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Tugas   Tim   Reformasi   Birokrasi   sebagaimana   dimaksud
dalam   Diktum   KESATU   sebagaimana   tercantum   dalam
Lampiran    Keputusan    yang    merupakan    bagian    tidak
telpjsahkan dari Keputusan ini.
Dalam    melaksanakan    tugasnya    tim    Reformasi    perlu
melakukan  koordinasi  internal  maupun  ekstemal  dengan
instansi  terkait  serta.  bertanggungjawab  kepada  Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;
Keputusan   ini   mulai   berlaku   pada   tanggal   ditetapkan
sampai dengan 31  Desember 2026 dan apabila dikemudian
hari    terdapat    kekeliruan    akan    diadakan    perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di Pangururan

pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

RABUPATEN SAMOSIR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR ttd.

VINCENTIUS A.M SITINJAK



LAMPIRAN

KEPUTUSAN   KOMISI   PEMILIHAN   UMUM

KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG             PEMBENTUKAN             TIM

REFORMASI  BIROKRASI  DI  LINGKUNGAN

KOMISI   PEMILIHAN   UMUM   KABUPATEN

SAMOSIR TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KONISI PEMILIHAN UMUM KAJ3UPATEN SAMOSIR TAHUN 2026

NO NARA dABATAN KEDUDUEENDALAMTIM TUGAS DALAM TIM

I 2 3 4 5
TIMPENGARAH.

1.
incentius A. MSitinjak

Ketua KPU
Pengarah -Memberikari      arahan

merangkap dalaln       p enyusunan
Ketua kegiatan        ReformasiBirokrasiSatuan

2.
astioma H. An88Ota

Pengarah
meran9kapchggota Kerja;-Menerima          laporansecaraberkaladariSimanullang KPU

3. rvando Situmorang
An88Ota

PengarahmerangkapAn88Ota

KPU Tim     Pelaksana     danTimAgenPerubahanSatuanKelja;dan-Memonitordanmeng-evaluasipelaksanaanReforniasiBirokrasiSatuanKerjasecaraberkaladanmemberiarahanagar

4. Citra Dewi Simbolon
Jin88OtaKPU

PengarahmerangkapAn88Ota

5. ayan Basri Tamba
An88OtaKPU

Pengarah
merangkapAn88Ota pelaksanaan  ReformasiBirokrasiSatuanKeljabeljalankonsisten,terarahdanberkelanjutan.



TIM PELAKSANA.

6. Hedwin A. P Naibaho

Sekretaris
Ketua

-Merumuskan    program

Kabupaten kegiatan          Reformasi
Samosir Birokrasi Satuan Kelja;-Merancangrencana

7. Bonita Sitompul

Pit. Kepala

Wakil Ketua
Sub Bagian aksi program Reformasi

SDM& Birokrasi Satuan Kerja;
Parmas - MelaksanakanReformasi BirokrasibersamaSatuanKerjaterkait;-Melaksanakanfokusperubahansesuairencanaaksiyangditetapkanbersama;-Melakukanmonitoringdanevaluasisecaraberkaladanmelarfukanpenyesuaian-penyesualanyang

8. ohap Hasugian

Kepala Sub

Sekretaris
Ba8ian diperlukan  agar target

Perencanaan yang dihasilkan  selalu
Data dan dapat     menyesuaikan

Informasi kebutuhanstakeholders; dan-MelaporkankegiatanReformasiBirokrasiSatuanKeljakepadaTimPengarahsecaraberkaladanSatkersetingkatdiatasnya(beljenjang)padaakhirtahun.



TIM AGEN PERUBAIIAN.

9. ohap Hasugian

Kepala Sub
Koordinator -  Membuat rencana aksi

A8en dari prograln Reforlnasi
Bagian Pembalan Birokrasi Satuan Keria

Perencanaan pada Sub yang akan dijalankan
Data dan Bagian bersama;

Informasi Program danData

10. Bonita Sitompul

Plt. KepalaSubBagianSDM&P-as

Koordinator - Merencanakan,

A8en melaksanakan dan
Perubahan mengevaluasi kegiatan

pada Sub program Reformasi
Bagian Teknis Birokrasi Satuan Kerja

Pemilu dan seria melapockan
Hupmas kepada Tim Pengarahsecaraberkala;dan-Melakukankampanyedanmengajakpegawaiuntukmelakukanperubahanmental

11. Candra Sjahaan

Kepala Sub
KoordinatorA8en

Bagian Perubahan
Teknis & pada Sub dan prilaku yang
Hukum BagianHukum. sejalan denganReformasiBirokrasiSatuanKerjasecaraaktif.

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.

12. onita Sitompul

Plt. Kepala
KoordinatormerangkapAsesor

- Menyusun strategi

Sub Bagian manajemen
SDM& perubahan dan
Parmas strategi koinunikasipadaKomisi

13. Simon Manalu
Penelaah

An88OtaTeknis Pemilihan Umurn
Kebijckan Kabupaten/Kota; dan-Melaksanakan

14. Damenta Sembiring
Penyusun

An88OtaMateri sosialisasi dan
Hukum dan intemalisasi



Perundang- manajemen
undangan perubahan dalamrangkaReformasiBirokra§iSatuanKerja.

11. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

15. Candra Siahaan

Kepala Sub
KoordinzitormerangkapAsesor

- Mengidentifikasi

Ba8ian peraturan perundang-
Tehais a undangan yang
Hukum dikeluarkan KomisiPemilihanUmum

16. Nico Sagala

Penyusun

An88Ota

Materi Kabupaten/ Kota; dan
Hukum danPerundang- - Melakukan pemetaanpera-turan

undangan perundang-undang anyangtidakharmonis

17. Sri Rezeki Nasution

Penyusun

Anggota

Materi atau tidak sinkron di
Hukum dan lingkungan Komisi
Perundang- Pemilihan Ulnuln
undangan Kabupaten/Kota.

Ill. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN.

18. onita Sitompul

Plt. Kepala
KoordinatormerangkapAsesor

Membentuk unit kerja
Sub Bagian yang menangani fungsi

SDM& Organi- sasi, Tata
Parmas Laksana, Kepega-waian,danDiklat yg

19. Simon Manalu
Penelaah

An88OtaTeknis mampu mendukung
KebJjakan tercapajnya tujuan dansasaranReformasi

20. Nengsi Sihombing
Pengadminis

An88OtatrasiPerkantoran Birokrasi Satuan Kerja.

IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.

21. ohap Hasugian

Kepala Sub
Koordinator

- Mengkoordinasikan

Ba8ian penyiapan dokumen
Perencanaan merangkap SOP core btJsl.riess

Data danInformasi Asesor Satuan Kerja,. dan



22. Breveat Simbolon

PenataKelolaSistemdanTehaologiInformasi

An88Ota

- MengkoordinasikanpembangunanatapengembanganegoueTTunendSahiKeria

23. Irsan Gultom

PenataKelolaSistemdanTeknologiInformasi

Anggota

V.TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN.

24. Bonita Sitompul

Pit. Kepala
KoordinatormerangkapAsesor

- Melaksanakan System

Sub Bagian rerfutmen yang
SDM& terbuka, transparan,
Parmas akuntabel, danberbasiskompetensi

25. Simon Manalu
Penelaah

An88OtaTeknis di Satuan Kerja;

Kebijakan -Melakukan     asesmenindividuberdasarkari

26. Damenta Sembiring

Penyusun

An88Ota
Materi kompetensi  di  Satuan

Hukum dan Kerja;

Perundang- - Melaksanakan
undangan penerapan sistempenilaiankinerjaindividudiSatuanKerja;-Membangunsistem &prosespendidikan&pelatihanpegawai

27. Nengsi Sinombing
Pengadminis

An88otatrasi berbasis kompetensi
Perkantoran dalam pengelolaankebijakanapelayananpublikdiSatuanKerja.



VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.

28. Candra Siahaan

Kepala Sub
KoordinatormerangkapAsesor

- Melaksanakan

Bagian penerapan Sistem
Tehais & Pengendalian Intern
Hukum Pemerintah (SPIP)padaKomisiPemilihan

29. Nico Sagala

Penyusun

Jinggota
Materi Umum

Hukum dan Kabupaten/Kota;
Perundang- - Meningkatkan Peran
undangan Aparat PengawasaninternPemerintah

30. Sri Rezeki Nasution

Penyusun

An88Ota
Materi (APIP)  sebagai Oztcizztg

Hukum dan Assztrczrice dan
Perundang- Consztzti.7tg di Satuan
undangan Kerja.

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERIA.

31. ohap Hasugian

Kepala Sub
Koordinator

- Membangun sistem

Bagian yang mampu
Perencanaan merangkap mendorong

Data. dan Asesor tercapainya kineH. a
Informasi organisasi yangterukurdiSatuan

32. Breveat Simbolon

Penata

An8gota

Kelola Kerja; dan
Sistem danTeknologi - Menyusun IndikatorKinerjaUtama(IKU)

Informasi Komisi PemilihanUmumKabupa-

33. Irsan Gultom

Penata

Anggota

KelolaSistemdanTeknologiInformasi ten/Kota.

VIII . TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

34. ohap Hasugian
Kepala Sub Koordinator -Menerapkan     standar

Bagian merangkap p elayanan            dalam
Perencanaan Asesor pelayanan    publik    di



Data dan Satuan Kerja; dan
Informasi - Meningkatkanpartisipasimasyarakat

35.
Rozein MamingkeSihaloho

Kepala Sub

Jin88Ota
Bagian dalam

Keuangan, penyelenggaraan
Umum dan pelayanan    publik    di

Logistik Satuan Kerja.

36. Candra Siahaan

Kepala SubBagianTeknis&Hukum

An88Ota

37. Deasy Lubis

PenataKelolaSistemdanTeknologiInformasi

An8gota

38. va Naibcho
OperatorlayananOperasional

An88Ota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMOSIR,

ttd.

VINCENTIUS A.M SITINJAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIIIAN UMUM
RABUPATEN SAMOSIR


